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Abstract: Itsbat Nikah is a process of Marriage Registration for a marriage that has 

been carried out in Islam. Marriage registration is carried out in order to obtain a 

marriage certificate as proof of the validity of the marriage that has been done. The 

purpose of this research is to find out and analyze the effectiveness of marriage law 

after the enactment of Law Number 1 of 1974 in the Religious Courts from a juridical 

analysis perspective. The results of the analysis of research data on the rule of law are 

complete starting from the mandate of the Act. The main obstacle for the Religious 

Courts to be able to carry out their functions optimally in carrying out marriages 

against unregistered marriages is that there is no strong legal umbrella. 
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Abstrak: Itsbat Nikah adalah suatu proses Pencatatan Nikah terhadap suatu 

pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama Islam. Pencatatan nikah 

dilaksanakan guna memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang 

telah dilakukan. Tujuan penelitan ini untuk mengetahui dan menganalis efektifitas 

itsbat nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di 

Pengadilan Agama perspektif analisis yuridis. Hasil analisa data penelitian aturan 

hukum sudah lengkap mulai dari amanah Undang-Undang. Kendala utama bagi 

Pengadilan Agama untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal melakukan 

itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat atau dicatatkan adalah tidak 

adanya payung hukum yang kuat. 

Kata Kunci: Efektifitas; Itsbat Nikah; Perkawinan; Pengadilan Agama. 

 

A. Pendahuluan 

Islam mengajarkan manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena 

keluarga merupakan gambaran terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Keluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada 

kesejahteraan. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat 

dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan perkawinan 

menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan 

keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya 

ketenangan lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antara 

anggota keluarga (Abdur Rahman Ghazali, 2006: 22). 

Di Indonesia, konsep dan ketentuan proses pelaksanaan telah dimuat dalam 

regulasi perundang-undangan. Namun, tidak mengecualikan adanya aturan agama di 

dalamnya. Dalam konsep hukum Islam, secara umum perkawinan telah dipandang sah 

ketika telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan. Adapun rukun 

pernikahan tersebut yaitu adanya mempelai laki -laki dan mempelai perempuan, wali 
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dari pihak perempuan, dua orang saksi serta adanya ijab dan qabul “sighah al-aqd” 

(Amir Syarifuddin, 2009: 59). 

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan 

pengakuan negara dan ke-Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus 

mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum. Hal ini dalam rangka tertib 

hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Kepastian hukum 

disebut juga dengan istilah principle of legal security dan rechtszekerheid. Kepastian 

hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan 

kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (rechtszekerheid) juga diartikan 

dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diper-hukum 

(rechtszekerheid) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa 

semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, 

tidak dengan sewenang-wenang (Sanusi, 2016). 

Itsbat Nikah adalah suatu proses Pencatatan Nikah terhadap suatu pernikahan 

yang telah dilaksanakan secara agama Islam. Pencatatan nikah dilaksanakan guna 

memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. 

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan 

pencatatan perkawinan, karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, 

tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Pada dasarnya 

tidak ditemukan dalam al-Qur’an yang menjelaskan tentang perintah pencatatan nikah 

dan tidak juga hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pencatatan nikah 

ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. 

Dengan adanya pencatatan nikah maka pemerintah akan lebih mudah mensensus 

penduduk. Terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah. 

Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum 

mempunyai akta nikah, itsbat nikah tentunya memiliki aspek positif dalam 

memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawianan yang telah 

dilangsungkan. Kedudukan itsbat nikah ini sendiri telah mendapat pengakuan dengan 

dibuktikan adanya regulasi hukum, seperti dalam bunyi Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) 

Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama. Itsbat nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, 

diantaranya yaitu karena hilangnya akta nikah, dan karena ada keraguan menganai sah 

tidaknya salah satuu syarat perkawinan. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah 

bagi Pengadilan Agama adalah di peruntukkan bagi mereka yang melakukan 

perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan: “Untuk 

perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi 

sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan -peraturan 

lama, adalah sah.” 

Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan 

permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali untuk kepentingan mengurus 

perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya menyimpang dari ketentuan 

perundang-undangan (Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya. 

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana efektifitas itsbat 
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nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan 

Agama perspektif analisis yuridis ? 

 

B. Metedologi Penelitian  

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 

memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu 

penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian 

yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal efektifitas Itsbat 

Nikah di pengadilan agama dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, 

serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga 

dapat diperoleh kejelasannya dan kepastian hukumnya. Teknik pengumpulan data 

perlu dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data-data yang valid dalam 

penelitian. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan 

(Library Research), Penelitian Lapangan (Field Research) dan Subyek Penelitian. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan: Studi Kepustakaan, 

Wawancara (Interview). Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah 

dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto (1984), 

Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga 

perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Efektivitas hukum merupakan proses bertujuan agar supaya hukum berlaku 

efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas. 

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu: Aturan atau 

Perundang-undangan yang berlaku (Hukum); Penegak Hukum (Aparatur Pemerintah); 

Sarana dan Fasilitas; Masyarakat dan Kebudayaan (Tioma R. Hariandja, 2016). Namun 

penulis memfokuskan ke segi aturan atau perundang-undangan yang berlaku (hukum).  

Penegak Hukum dalam pelaksanaan Itsbat Nikah adalah Pengadilan Agama 

memang merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan bagi orang-orang Islam 

dengan lingkup kewenangan (kompetensi) yang khusus pula, baik mengenai perkara 

yang ditanganinya maupun para pencari keadilannya (justiciabel). Khusus kewenangan 

Pengadilan Agama di bidang perkawinan, dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, dirinci menjadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Dari 22 jenis 

perkara itu ada yang berupa gugatan (kontentius) ada pula yang berupa permohonan 

(voluntair). Salah satu perkara permohonan (voluntair) yang menjadi kewenangan 

pengadilan agama adalah itsbat nikah. 

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi pengadilan agama dalam 

sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan 

sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., jo. Peraturan 

Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 1975; penjelasan pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: 

“Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif 

dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” , serta dalam Pasal 64 

UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang 
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berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku 

yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”. 

Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya 

ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) 

disebutkan: ”Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat 

diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agamanya”. Pada ayat (3) disebutkan : Itsbat 

nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan 

dengan ; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya 

akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan; dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai 

halangan yang perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Dengan 

melihat uraian dari pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI Telah 

memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-undang, baik oleh 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-undang nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. 

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya 

menentukan bahwa adanya kewenangan suatu Peradilan untuk menyelesaikan perkara 

yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila 

dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-undang. Mengenai itsbat 

nikah ini ada PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) 

menentukan jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya 

telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, 

talak, cerai, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (dalam arti penetapan) 

Pengadilan Agama; akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan 

sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi 

sesudahnya. 

Permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak 

dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan itsbat nikah yang diajukan 

oleh Pemohon, oleh Pengadilan Agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara. 

Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008 yang 

diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI disebutkan “Pengadilan Agama hanya dapat 

mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah 

dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan 

tersebut tidak melanggar  larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum 

Islam”.  

Atas dasar pengesahan atau penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama itu, 

selanjutnya oleh pemohon akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan 

perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan, dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan 

mengeluarkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah. Menurut penjelasan Pasal 49 

Ayat (2) angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen 

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 dan terakhir di rumah dengan Undang-

Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangan 

atau kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah pernyataan 

sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dan Pasal 7 Ayat (3) 

huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, itsbat nikah yang dapat diajukan ke 
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Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Berdasarkan penjelasan pasal undang-undang tersebut dan ketentuan Pasal 7 

Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dipahami bahwa permohonan 

itsbat nikah yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama pada dasarnya hanya 

terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga secara a contrario (mafhum yang 

perkawinan mukhalafah) dilaksanakan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, pengadilan agama tidak berwenang untuk mengitsbatkannya. 

Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan 

pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan 

sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah, yang kemudian dimohonkan itsbat 

nikah ke Pengadilan Agama. Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri 

yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau 

dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi 

yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran 

dari Kantor Catatan Sipil. Kalaupun kemudian Kantor Catatan Sipil menerbitkan Akta 

Kelahiran, akan tetapi nama ayahnya tidak dicantumkan. Solusi yang dapat ditempuh 

oleh mereka adalah mengajukan permohoan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. 

Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu, kemudian 

digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinanmereka pada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan 

Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah. Kendala utama bagi 

Pengadilan Agama untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal melakukan 

itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat atau dicatatkan adalah tidak 

adanya payung hukum yang kuat. 

 

D. Penutup  

Hasil analisa data penelitian aturan hukum sudah lengkap mulai dari amanah 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan semua Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung wajibnya 

pelaksanaan Itsbat Nikah ini bagi masyarakat yang baru melaksanakan nikah secara 

agama. Kendala utama bagi Pengadilan Agama untuk dapat menjalankan fungsinya 

secara optimal melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat atau 

dicatatkan adalah tidak adanya payung hukum yang kuat. 
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